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PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR /2 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

bahwa dalam rangka memberikan petunjuk yang jelas tentang
langkah kerja yang harus ditempuh dalam melaksanakan
kebijakan administrasi pemerintahan telah ditetapkan Peraturan
Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

bahwa seiring dengan perkembangan yang ada, untuk
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta
menciptakan  keseragaman dalam  penyusunan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Perangkat Daerah maka
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2013 dimaksud
perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu
menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kuningan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851});

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);






